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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh sikap
wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan
dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.Sampel dalam penelitian ini diambil
28 perusahaan dengan laporan keuangan selama dua tahun., dengan menggunakan
metode conveniance sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.
Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis uji regresi berganda.. Alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS Versi 20. Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib
pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib
pajak dan kesadaran wajib pajak tidakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB.

Kata kunci : Kepatuhan, sikap, motivasi, kesadaran, pengetahuan perpajakan dan
persepsi, sanksi dan PBB.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan  pemerintah yang
berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Untuk
dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam
pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan
pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan
pendapatan nonpajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang
dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan
negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran
pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan

negara dituntut untuk terus meningkat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas.
Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari
70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk
ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dakam rangka
meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut
berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai
pembayar/pemotong/pemungut pajak. Self assessment system yang mengharuskan
wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap

peraturan perpajakan.



Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain
diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan
kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak
lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena
objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi
pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit
dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan
wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.
Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk
meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan
kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan
yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak
tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola
pajak yang telah mereka bayarkan.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran
administrasi perpajakan, seperti : meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan
melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan
penerimaan maksimal dengan biaya maksimal. Kepatuhan wajib pajak (tax
compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan
diri, kepatuhan wuntun menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service
dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat

mendorong kepatuhan wajib pajak.



Purnamasari, dkk (2016) menjelaskam bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi
olen pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu
sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang
dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib
pajak. Jika pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi
untuk membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi dan
pendapatan dari pajak akan meningkat. Selain itu, Oladipupo (2016) menjelaskan
bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi
oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai
akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak itu sendiri.

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus
memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang
diterima telah memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak
diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan
yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan
oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan
kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang dipertimbangkan antara lain
risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko karir wajib pajak dan risiko

keselamatan.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat
pendapatan, jumlah kekayaan, dan konsumsi seseorang. Dimana berarti semakin
tinggi kemakmurannya seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang
tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu, akan lebih adil apabila orang
tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan
dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat sudah
menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi
terhadap pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat setempat sudah

membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan



oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk
membuat masyarakat itu menjadi patuh terhadap pajak. Selaian memberikan
sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran
PBB. Sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di
televisi, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian
masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan
masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan masyarakat patuh dan
ikut serta dalam pembangunan suatu daerah berpartisipasi membayar pajak
khususnya PBB.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. PBB mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan
PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Bagian PBB
yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi
daerah dalam otonomi daerah karena PBB termasuk dalam golongan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan menghapus denda pajak bumi
dan bangunan (PBB) serta izin gangguan atau HO. Penghapusan denda ini
diharapkan bias membuat masyarakat sadar membayar pajak. Hingga saat ini
November 2017, realisasi pajak yang masuk ke Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung baru Rp 66,42 miliar. Sedangkan Rp
47,05 miliar masih tertunggak. Berdasarkan jumlah wajib pajak atau SPT, dari
246.758 wajib pajak, baru 138.794 yang membayar. Sementara 107.964 wajib
pajak masih belum menyetorkan kewajibannya. Kecamatan Telukbetung Barat
menjadi kecamatan yang paling tinggi menunggak PBB-P2. Dari target Rp 4,23
miliar dengan jumlah wajib pajak sebanyan 10.557 baru terealisasi 30,1 persen
(Rp 1,27 miliar). Disusul dengan Telukbetung Timur dengan tunggakan masih
66,7 persen atau Rp 1,73 miliar; Tanjung Senang dengan tunggakan masih 60,9
persen atau Rp 2,27 miliar. Sementara kecamatan yang paling sedikit menunggak



lalah Panjang dengan total tunggakan tinggal 13,8 persen dengan nilai Rp 2,27
miliar; dan Telukbetung Selatan dengan jumlah tunggakan Rp 1,25 miliar dengan

persentase 29,1 persen. (Kupastuntas.co)

Kecamatan Panjang yang terletak di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
dalam pelaksanaan terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut merupakan gejala yang
sudah umum bagi semua daerah yaitu tidak terlepas dari masyarakat dan aparat
petugas pemungutan pajak. Selama ini proses pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Panjang belum secara optimal dilaksanakan oleh
pemerintah kecamatan beserta jajarannya, disebabkan oleh berbagai factor-faktor
penghambat yang belum ditemukan solusinya.

Tabel 11
Target dan realisasi PBB Kecamatan Panjang Tahun 2012-2016

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2012 6.737.390.093 6.298.215.562 93.48
2013 9.944.177.134 8.178.871.769 82.25
2014 9.681.296.021 7.437.057.630 76.29
2015 10.355.710.063 7.997.299.577 70.42
2016 13.185.842.211 13.786.467.861 104.56

Sumber : BPPRD Kecamatan Panjang 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir target
penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang cukup
baik akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemungutannya
agar tercapainya realisasi pemungutan yang optimal.

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebagian dari
beberapa pajak lain. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu

penerimaan yang potensial berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi



dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti merupakan sumber
penerimaan yang dapat diandalkan.

Penelitian ini merupakan penggabungan replikasi dari penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Shiddig (2011) dan Utomo (2011) di Tangerang dan Tangerang
Selatan, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak
dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pengaruh sikap,
kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan uraian
diatas, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh sikap wajib
pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan,
pendidikan wajib pajak, dan tingkat pendapatan keluarga serta persepsi wajib
pajak tentang sanksi denda pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil objek kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berada pada
Kecamatan Panjang, di Kota Bandar Lampung dan menggabungkan variabel
dalam penelitian yang dilakukan oleh Shiddig dan Utomo (2011) untuk
mengetahui apakah sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib
pajak, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda
pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Oleh
karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan judul “Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang.”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan agar penelitian lebih

terfokus.



1.

Secara garis besar yang diteliti adalah tentang Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Bandar Lampung.

Objek penelitian ini difokuskan kepada wajib pajak PBB di wilayah Kota
Bandar Lampung.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan variabel bebas penelitian
ini faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak yaitu sikap wajib pajak,
motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan tentang
tata cara pembayaran pajak, pendidikan wajib pajak, tingkat pendapatan
kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda
PBB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

muncul pada penelitian ini adalah :

1.

Apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan kepala keluarga terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi
denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan?



1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1.

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendapatan kepala
keluarga terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan

1.5 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang
akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis/Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan
bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam
penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem
pemungutan pajak yang diterapkan.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan

wawasan kepada peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi



kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu :
BAB | : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB Il : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan
oleh peneliti seperti pengertian dan peraturan tentang perpajakan serta fungsi
perpajakan, wajib pajak dan manfaat pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti serta pengembangan hipotesis penelitian ini.

BAB Ill : METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri atas sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel,
variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan

pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini mendemostrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman
daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan

berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab 11 .

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Menguraiakan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari
jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran
merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

dan penggunaan prakis.
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DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan

sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

LAMPIRAN
Pada bagian ini berisi tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data

penelitian dan hasil olahan data menggunakan program SPSS versi 20.



BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz (1958) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk
memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan
perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu
menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran
dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak
dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena
persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika prilaku berada di bawah
kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang
disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan
situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan
maksud tersebut. Robbin (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan
bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba
untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Prilaku
yang disebabkan secara internal adalah prilaku yang diyakini berada dibawah
kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam
membayar pajak tepat waktu. Sedangkan prilaku yang disebabkan oleh faktor
eksternal adalah prilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa
berprilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah

setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu.

2.2 Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat
pengamatan dan pengalaman langsung. Jatmiko (2006).
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Menurut Bandura (1977) ada empat proses dalam pembelajaran sosial, yaitu:

1. Proses Perhatian
Individu akan belajar untuk mengenali dan mencurahkan perhatian kepada
fitur yang dianggap penting.

2. Proses Penyimpanan
Individu akan mengingat suatu model ketika model tersebut tidak lagi ada.

3. Reproduksi motorik
Individu mengubah pengamatan menjadi tindakan. Individu akan melakukan
aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Penguatan
Individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan

model ketika ada insentif positif atau penghargaan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar
pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat
pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah
memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga
akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pajak, baik dari
pemahaman pajaknya maupun sistem prosedur pembayaran pajaknya. Terkait
dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif
atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, teori ini cukup relevan

apabila di hubungkan dengan perngaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang artinya tunduk, sifat patuh, ketaatan
kepada ajaran atau aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Dalam
perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan
merupakan Kketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang — undang ( yang dapat dipaksakan )
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dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2016). Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan perpajakan. Kepatuhan pajak sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Ramadiansyah, dkk., (2014) menjelaskan
kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak

patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target
penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak
akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Wajib pajak yang patuh
adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau
organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan sehingga
dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap
undang-undang (Oktaviana, 2018).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :
1) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu
2) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah
3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan
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b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara

substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan

material adalah:

1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas
pajak membutuhkan informasi.

2) Waijib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam
pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan

merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.4 Sikap Wajib Pajak

Menurut Robbinson (2011) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang
menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Perspektif individu
sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan
dunia di sekelilingnya (Utomo, 2011). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut
Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif
dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai

objek, orang atau peristiwa (Utomo, 2011).

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua
wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan
dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian
bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak
cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata
lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau
perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang
lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai

suatu objek.
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2.5 Motivasi Wajib Pajak

Menurut Frengki (2011) mendefinisikan motivasi berasal dari kata lain
“MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya gerak”. Motivasi ini hanya
diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi
mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka
mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat
dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki

pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Melayu (2011) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang
menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti
efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif atau dapat pula
diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu

yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Shiddig, 2011).

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan
adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui
atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi
kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan

fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa
konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam
memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.
Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan
wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan,
dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah
(Utomo, 2011).
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2.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan
manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-
barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh
manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2016). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah
kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan
baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar

maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada
umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap
hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi
dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri
akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur
penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar

pajak tersebut dapat dirasakannya.

2.8 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Menurut Untung (2011) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil
penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah
tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan
akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi,
khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu

menjangkau para pelanggar (Shiddiq, 2011).
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Menurut Mardiasmo (2016) sanksi bagi wajib pajak adalah apabila SPOP tidak
disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah
pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah
dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak

yang terutang.

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen)sebulan,
yang dihitung dari sat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal :

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal

Pajak.
b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau

melampirkan keterangan tidak benar.

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal :

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal
Pajak.

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau
melampirkan keterangan tidak benar.

c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar.

d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.

e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan ;
Dipidana dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda

setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak
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sengaja, lali, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan
kerugian bagi negara.

Untuk sebab kesengajaan :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda
setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan
dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan
denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka
bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak
selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau

sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari

ancaman pidana.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu
No Nama
Peneliti dan Variabel Alat analisis Hasil penelitian
Tahun penelitian penelitian
Penelitian
1 Muhammad | Independen Model Hasil penelitian  menunjukkan

Ash Shiddiq | Sikap Wajib | Analisis bahwa sikap wajib pajak, tingkat

(2011) pajak, Regresi pendapatan kepala keluarga, dan
Motivasi Berganda persepsi  wajib pajak tentang
Wajib Pajak, pelaksanaan sanksi denda PBB
Tingkat berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan kesadaran wajib pajak dalam
Kepala pembayaran PBB. Sementara
Keluarga, motivasi  wajib  pajak dan
Persepsi pendidikan wajib pajak tidak
Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap
tentang kesadaran wajib pajak dalam
Pelaksanaan pembayaran PBB.
Sanksi
Denda PBB,
dan
Pendidikan




19

Wajib Pajak
Dependen
Kesadaran
Wajib Pajak
dalam
Membayar
PBB di
Tangerang
Selatan.
Banyu Independen Model Hasil penelitian  menunjukkan
Ageng Sikap Wajib | Analisis bahwa secara parsial sikap wajib
Wahyu Pajak, Regresi pajak tidak berpengaruh secara
Utomo Kesadaran Berganda signifikan terhadap kepatuhan
(2011) Wajib Pajak, wajib pajak, sementara kesadaran
dan wajib pajak dan pengetahuan
Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara
Perpajakan signifikan terhadap kepatuhan
Dependen wajib pajak. Dan secara simultan
Kepatuhan sikap wajib pajak, kesadaran
Wajib Pajak wajib pajak, dan pengetahuan
dalam perpajakan berpengaruh secara
Membayar signifikan terhadap kepatuhan
PBB di wajib pajak.
Kecamatan
Pamulang
Riana Faktor-faktor | Analisi Hasil penelitian membuktikan
Widiastuti yang Regresi bahwa sikap wajib pajakdalam
(2014) mempengaru | Berganda memenihi kewajiban perpajakan,
hi kepatuhan norma subyekitif, control
wajib  pajak keperilakuan yang dipersepsikan,
dalam kesadaran WP untuk membayar
membayar pajak dan pelayanan pajak secara
PBB-P2 di parsial berpengaruh positif dan
Kabupaten signifikan terhadap perilaku wajib
Klaten pajak untuk memenuhi peraturan

perpajakan.
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4 Fitri  Aprilia | Independen Model Hasil penelitian ~ menunjukkan
(2015) Sikap, Analisis bahwa sikap, motivasi, tingkat
Motivasi, Regresi pendapatan, dan persepsi wajib
Tingkat pajak  berpengaruh  terhadap
Pendapatan, kesadaran =~ membayar  PBB,
Persepsi sedangkan kondisi ekonomi tidak
Wiajib Pajak, berpengaruh terhadap kesadaran
dan Kondisi membayar PBB.
Perekonomia
n
Dependen
Kesadaran
Wajib Pajak
dalam
Membayar
PBB di
Bandar
Lampung
5 Tri Mulyani | Independen | Analisis Hasil penelitian menunjukkan
(2015) Kesadaran Regresi bahwa kemampuan wajib pajak
Wajib Pajak, | Logistik dan pelayanan wajib  pajak
Kemampuan berpengaruh signifikan terhadap
Wajib Pajak, kepatuhan wajib pajak PBB,
dan sedangkan untuk kesadaran wajib
Pelayanan pajak tidak berpengaruh
Wajib Pajak signifikan terhadap kepatuhan
Dependen wajib pajak PBB.
Kepatuhan
Wajib Pajak
dalam
Membayar
PBB di
Kecamatan
Tanjung
Senang
6 Nurul Faktor-faktor | Analisi Hasil  penelitian  menujukkan
Oktaviana yang Regresi bahwa pemahaman wajib pajak,
(2018) mempengaru | Berganda sanksi perpajakan, nasionalisme,
hi kepatuhan dan kesadaran wajib  pajak
wajib  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
dalam wajib pajak dalam membayar
membayar PBB-P2.  Sedangkan tingkat
PBB-P2 di kepercayaan pada pemerintah dan
Kota Bandar hukum tidak berpengaruh
Lampung terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar PBB.
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2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh antara sikap wajib pajak,
motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendidikan
wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang
pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan yang merupakan kerangka konseptuan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

Sikap Wajib Pajak (X1)

Motivasi Wajib Pajak
(X2)

Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar PBB

Y)

Kesadaran Wajib Pajak
(X3)

Pengetahuan
Perpajakan (X4)

Persepsi Wajib Pajak
tentang Pelaksanaan
Sanksu Denda PBB
(X5)

Gambar 21
Kerangka Pemikiran.

2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Indrawijaya mendefinisikan sikap (attitude) dapat didefinisikan sebagai suatu cara
bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu
situasi. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari
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wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek,

orang atau peristiwa (Aprilia, 2015).

Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai semacam
kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Agaknya
tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu
kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu
stimulus yang menghendaki adanya respon” (Aprilia, 2015). Apabila wajib pajak
merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan
tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib
pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak
diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan
kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan
dalam diri wajib pajak. Adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak,
kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu kepada pengertian yang dijelaskan menurut Robbin (2011) sikap adalah
“Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang
atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai
sesuatu” (Aprilia, 2015).

Berdasarkan penelitian Aprilia 2015, sikap wajib pajak tidak berpengaruh
terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan
(PBB) di Bandar Lampung.

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif
dari wajib pajak, baik menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek,

orang atau peristiwa.
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Ha; . Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.2 Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi berasal dari kata lain “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya
gerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para
pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah
masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses
pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk
memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan
pembangunan. Melayu (2011) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya
penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau
bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai
kepuasan.

Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif atau dapat pula
diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu
yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Shiddiq, 2011).

Ha, . Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.3 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela
memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara
membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk
wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara

tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).
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Berdasarkan penelitian Utomo 2011, kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan
kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana
untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.
Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga
dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Has . Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.4 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-
undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi

kehidupan mereka.

Semua wajjib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka
setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak
(Utomo, 2011). Seseorang Yyang berpendidikan pajak akan mempunyai
pengetahuan tentang perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar,
maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan
adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Utomo 2011, pengetahuan perpajakan dapat diartikan
sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan
baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang
akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang
dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan

fungsinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan
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hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh posistif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Ha, . Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.5 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Untung (2011) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil

penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah

tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan

akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi,

khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu

menjangkau para pelanggar (Shiddiq, 2011).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Shiddig 2011, yang membuktikan
persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB. Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik
atau memandang bahwa sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten
dari waktu ke waktu dan mampu menjangkau para pelanggar, maka setiap wajib
pajak akan mematuhi pembayaran PBB mengingat sanksi yang langsung

diterapkan kepadanya apabila melanggar.

Has . Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaa Sanksi Denda PBB berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.






BAB |11
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah primer dan sekunder.
Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya
orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil
dari penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.Sedangkan data
sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang baik berupa buku,
jurnal, majalah dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan kajian pustaka

yaitu media iklan televisi, efektifitas, iklan, internet kesadaran merek.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu
mengggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada
tiga cara untuk melakukannya vyaitu :
1. Wawancara
Menurut Sugiyono (2017) wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan
data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang

diwawancarai.

2. Kuesioner
Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan eknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang
akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu
kuesioner juga cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan
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tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan
tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau

dikirim melalui pos, atau internet.

3. Observasi
Menurut Sugiyono (2017) observasi merupakan proses untuk memperoleh data
dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan
penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner dan observasi dengan mengamati gejala dan fakta mengenai unit
analisis dalam penelitian ini sedangkan untuk kuesioner melibatkan tanggapan

konsumen secara langsung mengenai variabel-variabel yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi
yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Sugiyono 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut.Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib

Pajak yang berdomisili di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel penelitian ini adalah metode
Conveniance Sampling. Metode Conveniance Sampling adalah istilah umum yang
mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Conveniance Sampling,
berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak menyusahkan, mudah
untuk mengukur, bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Metode Conveniance

Sampling merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau
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kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi
yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih
sampel yang paling cepat dan murah (Utomo, 2011). Alasan pemilihan teknik

sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus
simple random sampling menurut ketentuan slovin (Sanusi, 2014) adalah sebagai

berikut:
— J.'II-
T 1+ Na®

n

= 246.758
T 1% 245,758 x 0,17

n=199,9 = 100

Jadi jumlah minimal sampel yang dapat mewakili populasi yang diteliti adalah
sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang disebut sebagai variabel stimulus,
prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai
variabel bebas. Variabel independen untuk penelitian ini ada lima yaitu:
1. Sikap Wajib Pajak (X%

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi reaksi perasaan. Sikap seseorang

terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable)
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maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (unfavorable) pada obyek
tersebut.(Salman dan Farid dalam Shiddiq, 2011).

. Motivasi Wajib Pajak (X?)

Motivasi berarti “dorongan atau daya penggerak”.Motivasi ini hanya diberikan
kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan
bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut
serta ambil bagian dalam suatu proses pengembangan. Hal ini dapat dilihat
dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki
pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. (Frengki dalam Shiddiq,
2011).

Kesadaran Wajib Pajak (X®)

Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas
atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan
pemerintah (Munari dalam Shiddig, 2011).Yang menimbulkan konsekuensi
untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pengetahuan Perpajakan (X*)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka
bayar, maupun manfaat pajak yang ajan berguna bagi kehidupan mereka.
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X°)

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB diartikan sebagai
pandangan seseorang mengenai suatu kondisi tertentu, dimana dalam hal ini
adalah mengenai pelaksanaan sanksi denda PBB (Astuti dan Rini dalam
Shiddiq, 2011).

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen.

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.\Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB).Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib
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pajak memenuhi semua Kkewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Nurmantu dalam Utomo 2011).

Tabel 31
Operasional Variabel

Variabel Sub Variabel Skala

Pengukuran

Indikator

Sikap
Pajak (X%)

Wajib

Reaksi terhadap
Peraturan

. Pemahaman

wajib

pajak tentang UU

Likert

PBB

2. Sosialisasi PBB yang
dilakukan
pemerintah

3. Kemudahan
prosedur
pembayaran pajak

4. Sikap wajib pajak
terhadap  kebijakan
pajak

5. Sikap wajib pajak

terhadap pelayanan

pajak

Kemudahan

mengisi

PBB

2. Kantor pajak dekat
dari rumah

3. Kantor pajak mudah
di jangkau

4. Sistem dan prosedur

Intrinsik di  kantor pajak
mudah dipahami

5. Terdapat petugas
yang membantu

6. Pengabdian
terhadap Negara

7. Partisipasi WP
dalam pembangunan

8. Citra yang baik dan
bersih aparat pajak

Perpajakan

dalam

Ekstrinsik 1. dalam | Likert

formulir

Motivasi
Pajak (X?)

Wajib

WP
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memberatkan
Konsisten
Mampu menjangkau

Kesadaran Dorongan  diri Dorongan hati nurani | Interval
Wajib Pajak (X°) | sendiri . Tanpa paksaan
Memahami hak dan
Fungsi pajak kewajiban
. Bangga menjadi WP
Hak dan | 5. Sadar terhadap
kewajiban wajib fungsi pajak
pajak . Rela  memberikan
kontribusi untuk
Perilaku  wajib pelaksanaan fungsi
pajak terhadap pajak
pajak . Memahami hak dan
kewajiban WP
Ketaatan WP untuk
membayar pajak
. Respon WP atas
perubahan tanah dan
bangunan
Pengetahuan Pengetahuan . Pengetahuan WP | Interval
Perpajakan (X*) | Perpajakan terhadap fungsi
tentang Tata pajak
Cara Membayar | 2. Pengetahuan WP
Pajak terhadap  peraturan
pajak
. Pengetahuan WP
terhadap pendaftaran
sebagai WP
. Pengetahuan WP
terhadap tata cara
pembayaran pajak
. Pengetahuan WP
terhadap tarif pajak
Persepsi  Wajib | Tanggapan WP | 1. Mengetahui  sanksi | Likert
Pajak  tentang | tentang  Sanksi denda PBB
Pelaksanaan dalam . Persepsi tentang
Sanksi  Denda | Pembayaran sanksi denda PBB
PBB (X°) PBB . Sanksi denda tidak




33

para pelanggar
6. Sanksi denda PBB
relatif ringan

7. Tegas
Kepatuhan Ketaatan 1. Membayar pajak | Interval
Wajib Pajak | terhadap tepat pada waktunya
dalam Peraturan 2. Membayar pajak
Membayar PBB | Perpajakan tanpa ada pemaksaan
(YY) 3. Kepatuhan terhadap

kewajiban WP

4. Kepatuhan terhadap
sanksi pajak

5. Melaporkan
informasi

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service
Solution) versi 20.0 untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik
analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh
variabel-variabel independen yaitu Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak,
Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang
sanksi denda PBB terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB. Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda ini
diperlukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum
responden, seperti jenis kelamin, status responden dan tingkat pendidikan yang
disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Metode analisis data yang digunakan pada
penilitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan
dengan menggunakan SPSS v.20. Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti

untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang
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utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran
atau deskripsi jumlah data, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum serta

standard deviasi (Sudarmanto,2013).

3.5.2 Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian
validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-
masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi

bilvariate dengan melihat output Pearson Correlation (Ghozali, 2013).

Dengan kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk < 0,05 item

pertanyaan/pernyataan dikatakan valid. Setelah nilai thitung diperoleh,

langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai thitung tersebut dengan nilai
ttabel pada taraf signifikansi sebesar o = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n —

2. Kaidah keputusannya adalah :

a. Jika r hitung > r tabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang
digunakan adalah valid.

b. Jika r hitung < r tabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang
digunakan adalah tidak valid. Namun pada penelitian ini validitas item
diukur dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel, yaitu r hitung
didapat dari hasil Output Cronbach Alpha pada kolom Coorelated Item
Total Correlation. Apabila nilai r hitung > r tabel , maka butir atau

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

2. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat cronbach’s alpha.
Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur
obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,70 (Ghozali,



35

2013). Instrumen yang reliabel belum tentu valid dan instrumen yang valid
belum tentu reliabel, sehingga reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk

pengujian validitas instrumen (Sugiyono, 2017).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk
mengetahuisifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui
apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data
yang dianalisis. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%.
Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan
normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak

terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2013). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara
untuk mengeahui akankah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan
melihat nilai Tolerance dan Variance Infkation Factor (VIP).Kedua ukuran ini
menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh
variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel
independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap
variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas-variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
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menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance>0,10 atau sama
dengan nilai VIF.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan variance

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual
dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap ,maka disebut
heteroskedastisitas. ~ Dan  jika varians  berbeda, maka  disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat
grafikplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan risidualnya

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah

residual (Y prediksi — Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar

analisis :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu
teratur  (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Analisis Model Regresi

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional

antaravariabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut sebagai berikut :
Y =a + blx1l + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5

Keterangan :

Y

: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

X1 : Sikap Wajib Pajak
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X2 : Motivasi Wajib Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Pengetahuan Perpajakan

X5 : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
B0 : Konstanta

B : Koefisien Determinasi

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted Ry)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
nol atau satu.Nilai R® yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian
variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R? bernilai

negatif, maka adjusted R? dianggap nol.

356 UjiF

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak

atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang

terdapat pada tabel Anova. Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai

berikut:

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 5%), maka model
penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.

2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka model
penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

3.6 Ujit
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Dasar pengambilan keputusan : Jika t hitung lebih kecil dari t tabel,
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maka Ha diterima, sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka Ha
ditolak. Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t
masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan
SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari a (0,05) maka dapat dikatakan
bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel
dependen (Ghozali, 2013).



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian
yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak
tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-file dan data ini
harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian
ataupun orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi
ataupun data (Sugiono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung
kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang Kota Bandar

Lampung Provinsi Lampung.

Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1

dibawah ini :
Tabel 4 1
Karakteristik Data Kuesioner
No Keterangan Jumlah kuesioner
1 | Kuesioner yang dikirim 100
2 | Kuesioner yang kembali 100
3 | Kuesioner yang tidak kembali 0
4 | Kuesioner yang diolah 100
5 | Persentase kuesioner yang diolah 100%

Fokus responden didalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan
yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi responden. Sehingga dapat diketahui
responden yang ada sebanyak 100 orang. Berdasarkan tabeL 4.1 diatas dapat
diketahui total kuesioner yang direspon dan dapat digunakan untuk mengolah data

sebanyak 100 kuesioner yaitu 100% dari total kuesioner yang disebar. Sedangkan
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deskripsi responden dalam penelitian ini mengenai jenis kelamin, status,
pendidikan dan tingkat pendapatan kepala keluarga yang ikut berpartisipasi dalam
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4 2
Deskripsi Responden (N=100)

Keterangan Frekuensi Persentase
Jenis kelamin :
Laki-laki 64 64%
Perempuan 36 36%
Total : 100 100%
Status :
Menikah 87 87%
Belum Menikah 13 13%
Total : 100 100%
Pendidikan :
SD 2 2%
SMP 10 10%
SMA 62 62%
Diploma 8 8%
Strata 1 18 18%
Total : 100 100%
Pekerjaan :
Pegawai Pemerintah 20 20%
Pegawai Swasta 17 17%
Pedagang 15 15%
Penyedia Jasa 7 7%
Lainnya 41 41%
Total : 100 100%
Tipe Rumah :
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Permanen 62 62%
Semi Permanen 38 38%
Total : 100 100%

Pendapatan Perbulan :

< ljuta 25 25%
1-3 juta 63 63%
4-7 juta 8 8%
7-10 juta 2 2%
>10 juta 2 2%
Total : 100 100%

Alat Transportasi :

Mobil 14 14%
Motor 71 71%
Angkutan Umum 13 13%
Ojek 2 2%
Total : 100 100%
Beban Tanggungan :
Tidak ada Tanggungan 14 14%
1-3 orang 62 62%
4-7 orang 22 22%
> 8 orang 2 2%
Total : 100 100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Profil jenis kelamin digunakan untuk mengetahui proporsi responden laki-laki
dan perempuan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 64 orang (64%) dan responden yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 36 orang (36%).
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Profil status pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berstatus
menikah sebanyak 87 orang (87%) dan responden yang berstatus belum
menikah sebanyak 13 orang (13%).

Profil pendidikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang
memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang (2%), SMP sebanyak 10
orang (10%), SMA sebanyak 62 orang (62%), Diploma sebanyak 8 orang
(8%) dan responden yang memiliki pendidikan terakhir strata 1 sebanyak 18
orang (18%).

Profil pekerjaan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang bekerja
sebagai pegawai pemerintah sebanyak 20 orang (20%), pegawai swasta
sebanyak 17 orang (17%), pedagang sebanyak 15 orang (15%), penyedia jasa
sebanyak 7 orang (7%) dan lainnya sebanyak 41 orang (41%).

Profil tipe rumah pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang
memiliki tipe rumah permanen sebanyak 62 orang (62%) dan responden yang
memiliki tipe rumah semi permanen sebanyak 38 orang (38%).

Profil pendapatan perbulan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden
yang memiliki pendapatan perbulan dibawah 1 juta sebanyak 25 orang (25), 1-
3 juta sebanyak 63 orang (63%), 4-7 juta sebanyak 8 orang (8%), 7-10 juta
sebanyak 2 orang (2%) dan responden yang memiliki pendapatan perbulan
diatas 10 juta sebanyak 2 orang (2%).

Profil alat transportasi pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang
menggunakan alat transportasi mobil sebanyak 14 orang (!4%), motor
sebanyak 71 orang (71%), angkutan umum sebanyak 13 orang (13%) dan
responden yang menggunakan alat transportasi ojek sebanyak 2 orang (2%).
Profil alat rumah tangga pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang
memiliki alat rumah tangga seperti televisi sebanyak 68 orang (68%), LCD
sebanyak 3 orang (3%), Home theater sebanyak 2 orang (2%), AC sebanyak 3
orang (3%), kulkas sebanyak 17 orang (17%), notebook sebanyak 6 orang
(6%) dan responden yang memiliki alat rumah tangga seperti dispenser
sebanyak 1 orang (1%).
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9. Profil beban tanggungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang
memiliki beban tanggungan 1-3 orang sebanyak 62 orang (62%), 4-7 orang
sebanyak 22 orang (22%), lebih dari 8 orang sebanyak 2 orang (2%) dan
responden yang tidak ada beban tanggungan sebanyak 14 orang (14%).

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandar
Lampung. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang
berdomisili di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

4.2 Hasil Analisis Data
Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS
20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variablel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.2.1 Statistik Deskriptif

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan
dalambentuk skala likert untuk masing-masing variabel, baik itu variabel
dependenmaupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-
pernyataantersebut berhubungan dengan Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak,
Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang
sanksi denda PBB dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dimana
dalam kuesioner tersebut terdapat 44 pernyataan yang terbagi yakni 6 pernyataan
yang digunakan untuk mewakili variabel dependen Kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB, 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen
yaitu variabel Sikap wajib pajak, 8 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel
independen yaitu variabel Motivasi wajib pajak, 12 pernyataan digunakan untuk
mewakili variabel independen yaitu variabel Kesadaran wajib pajak, 7 pernyataan
digunakan untuk mewakili variabel independen vyaitu variabel Pengetahuan

perpajakan dan 6 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu
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variabel Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB. Pernyataan tersebut
kiranya dapat mewakili setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap
pandangan mereka mengenai Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Kesadaran
wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda
PBB dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan menggunakan
skala likert dengan nilai 1sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak
setuju, 2= tidak setuju, 3= ragu-ragu,4= setuju dan 5=sangat setuju.

Tabel 4 3
StatistikDeskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum [ Mean Std.
Deviation

Sikap WP 100 11 25 20.73 2.639
Motivasi WP 100 26 40 34.19 3.113
Kesadaran WP 100 33 60 50.37 5.100
Pengetanuan 100 13 35| 28.86 3.127
Perpajakan
Persepsi WP tentang
Denda PBB 100 12 30 23.72 3.414
Kepatuhan WP dalam |, 16 0| 2412 3.029
membayar PBB
Valid N (listwise) 100

Sumber ; Data Primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah

pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 100 data. Maka dapat penulis

jelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen untuk Kepatuhan WP dalam membayar PBB diperoleh rata-
rata sebesar 24,12 dengan nilai terttinggi 30 didapat dari pertanyaan yang
menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 16 didapat

dari pertanyaan dengan nilai 1= sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta
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standar deviasinya 3,029. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP dalam

membayar PBB memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan

penyimpangan lebih rendah dari nilai mean (Ghozali,2013).
2. Rata-rata mean untuk variabel bebas (independen) yaitu

a. Sikap wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 20,73
dengan nilai tertinggi 25 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan
nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 11 didapat dari pertanyaan
yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta
standar deviasinya 2,639. Hal ini berarti sikap wajib pajak memiliki hasil
yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah
dari nilai rata-rata.

b. Motivasi wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah sebesar
34,19 dengan nilai tertinggi 40 didapat dari pertanyaan yang menjawab
dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 26 didapat dari
pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak
setuju serta standar deviasinya 3,113. Hal ini berarti motivasi wajib pajak
memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan
lebih rendah dari nilai rata-rata.

c. Kesadaran wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah sebesar
50,37 dengan nilai tertinggi 60 didapat dari pertanyaan yang menjawab
dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 33 didapat dari
pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak
setuju serta standar deviasinya 5,100. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak
memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan
lebih rendah dari nilai rata-rata.

d. Pengetahuan perpajakan memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah sebesar
28,86 dengan nilai tertinggi 35 didapat dari pertanyaan yang menjawab
dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 13 didapat dari
pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak
setuju serta standar deviasinya 3,127. Hal ini berarti pengetahuan
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perpajakan memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan

penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

e. Persepsi wajib pajak tentang denda PBB memperoleh nilai rata-rata (mean)

adalah sebesar 23,72 dengan nilai tertinggi 30 didapat dari pertanyaan yang
menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 12
didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju
dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 3,414. Hal ini berarti persepsi
wajib pajak tentang PBB memiliki hasil baik karena standar deviasi

mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

1.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini
menggunakan pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi
antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearson
correlation yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 atau sig. <
0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid, dan jika korelasi skor masing-
masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi
diatas 0,05 atau sig. > 0,05 maka data yang diperoleh adalah tidak valid
(Ghozali, 2013). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut

Tabel 44
Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator Pearson R Tabel Kesimpul

Correlation Butir an
Soal

X1.1 0,523 0,197 Valid
ik i X1.2 0,600 0,197 Valid
S sz‘;"ka“ X1.3 0,514 0,197 Valid
X1.4 0,486 0,197 Valid
X1.5 0,398 0,197 Valid




X2.1 0,426 0,197 Valid

X2.2 0,274 0,197 Valid

X2.3 0,242 0,197 Valid

Motivasi wajib | X2.4 0,492 0,197 Valid
pajak X2.5 0,364 0,197 Valid
X2.6 0,312 0,197 Valid

X2.7 0,326 0,197 Valid

X2.8 0,220 0,197 Valid

X3.1 0,573 0,197 Valid

X3.2 0,554 0,197 Valid

X3.3 0,515 0,197 Valid

X3.4 0,593 0,197 Valid

X3.5 0,623 0,197 Valid

Kesadaran X3.6 0,530 0,197 Valid
wajib pajak | X3.7 0,515 0,197 Valid
X3.8 0,378 0,197 Valid

X3.9 0,424 0,197 Valid

X3.10 0,485 0,197 Valid

X3.11 0,379 0,197 Valid

X3.12 0,385 0,197 Valid

Pengetahuan X4.1 0,483 0,197 Valid
perpajakan X4.2 0,606 0,197 Valid
X4.3 0,533 0,197 Valid

X4.4 0,473 0,197 Valid

X4.5 0,566 0,197 Valid

X4.6 0,448 0,197 Valid

X4.7 0,488 0,197 Valid

X5.1 0,577 0,197 Valid

- X5.2 0,552 0,197 Valid
F;)eriekptse'r:’tvjr’];b X5.3 0,377 0,197 valid
X5.4 0,475 0,197 Valid

denda PBB -
X5.5 0,525 0,197 Valid

X5.6 0,480 0,197 Valid

Y.l 0,343 0,197 Valid

Kepatuhan -5 0,210 0,197 Valid
Wafj';:;‘ak Y3 0,358 0,197 Valid
Y4 0,287 0,197 Valid

membayar :
PBB Y.5 0,400 0,197 Valid
Y.6 0,469 0,197 Valid

Sumber ; Data Primer diolah 2018
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Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS
versi 20 pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi product
moment untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Kepatuhan
Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi
Denda PBB adalah valid Instrumen tersebut dapat dikatakan valid karena
mempunyai r hitung > r table (0,197) pada n= 100-2 = 98 dengan signifikan 0,05..
Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah valid.
Maka dalam melakukan pengujian selanjutnya, 44 pernyataan ini dapat digunakan
kembali.

1. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat cronbach’s alpha.
Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur
obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat
dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha> 0,70 (Ghozali,
2013). Hasil uji Reliabilitas instrument dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 45
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbanch’s Alpha Keterangan
Sikap Wajib Pajak (X1) 0,785 Realibel
Motivasi Wajib Pajak (X2) 0,756 Realibel
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,757 Realibel
Pengetahuan Perpajakan (X4) 0,777 Realibel
Persepsi Wajib Pajak tentang )
0,783 Realibel
denda PBB (X5)
Kepatuhan Wajib Pajak dalam )
0,762 Realibel

Membayar PBB (Y)
Sumber : Data Primer diolah 2018
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1. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Sikap Wajib Pajak diperoleh nilai
cronbanch’s alpha sebesar 0,785. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( 0,785
> 0,70). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap
pernyataan variabel Sikap Wajib Pajak dikatakan reliabel.

2. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Motivasi Wajib Pajak diperoleh
nilai cronbanch’s alpha sebesar 0,756. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (
0,756 > 0,70). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap
pernyataan variabel Motivasi Wajib Pajak dikatakan reliabel.

3. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh
nilai cronbanch’s alpha sebesar 0,757. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (
0,757 > 0,70). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap
pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak dikatakan reliabel.

4. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Pengetahuan Perpajakan
diperoleh nilai cronbanch’s alpha sebesar 0,777. Nilai tersebut lebih besar
dari 0,70 ( 0,777 > 0,70). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden
terhadap pernyataan variabel Pengetahuan Perpajakan dikatakan reliabel.

5. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Persepsi Wajib Pajak tentang
Pelaksanaan Sanksi Denda PBB diperoleh nilai cronbanch’s alpha sebesar
0,783. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( 0,783 > 0,70). Maka dapat
disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Persepsi
Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB dikatakan reliabel.

6. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperoleh nilai cronbanch’s
alpha sebesar 0,762. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( 0,762 > 0,70).
Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan
variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dikatakan reliabel.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan
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Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distbusi normal (Ghozali, 2013). Adapun
uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji One Sample
Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika
signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal.
Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi
secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 100

Mean OE-7
a,b

Normal Parameters Std._ _ 2 20801690
Deviation

Most Extreme Abs.o.lute 112

Differences Positive 112
Negative -.067

Kolmogorov-Smirnov Z 1.116

Asymp. Sig. (2-tailed) .165

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka asympSig
(2-tailed) menunjukkan nilai 0,165 lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan
(5%) yang artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

1. Uji Multikolinearitas
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Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi
ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai
tolerance dan lawannya varian inflation factor (VIF). VIF = 1 / Tolerence.
Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai VIF
< 10 dan nilai Tolerence > 0,10 menunjukkan tidak terdapat muktikolinieritas
dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2013). Hasil uji multikolinieritas dapat
dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients?

Model Sig. | Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant) .000
Sikap WP .397 .384 2.606
Motivasi WP |.633 .528 1.894
Kesadaran | 37¢ 477 2.004
1 WP
Eg:g;f:::” 030 567 1.762
Persepsi WP
tentang .000 .667 1.500
Denda PBB
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam
membayar PBB

Sumber ; Data Primer diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas hasil analisis menggunakan Variance Inflation
Factor (VIF) menunjukkan bahwa harga koefisien VIF untuk semua variabel
independen < 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat

hubungan antara variabel-variabel independen ( tidak terjadi multikolinieritas).



52

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residualdari
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap ,maka disebut heteroskedastisitas.
Dan jika varians berbeda,maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang
baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan
dengan melihat grafik. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan risidualnya (SRESID).Hasil uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB
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Gambar 41
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah 2018

Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami

heteroskedastisitas. Melalui grafik scatterplot dapat terlihat suatu model regresi
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mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam
grafikmaka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dari Gambar 4.1
terlihatbahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun
dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.2.4 Uji Regresi
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi
linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.8
dibawah ini :
Tabel 4 8
Hasil Uji Regresi

Coefficients®

Model Unstandardized Coefficients
B Std. Error
(Constant) 11.618 3.130
Sikap WP -.119 139
Motivasi WP -.048 101
Kesadaran WP -.057 .065
1 Pengetahuan
Perp?ajakan 213 097
Persepsi WP
tentang Denda 563 .082
PBB
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam
membayar PBB

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai
berikut:

Y =11,618-0,119 X1 - 0,048 X2-0,057 X3 + 0,213X4 + 0,563 X5 + e
Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
X1 : Sikap Wajib Pajak
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X2
X3
X4
X5

: Motivasi Wajib Pajak

: Kesadaran Wajib Pajak

: Pengetahuan Perpajakan

: Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

: Koefisien error

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Konstanta sebesar 2,185, diartinya bahwa jika variabel Sikap Wajib Pajak
(X1), Motivasi Wajib Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kesadaran
Wajib Pajak (X4) dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi
Denda PBB (X5) bernilai nol, maka besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y’) sebesar 11,618.

Koefisien variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar -0,119 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sikap wajib pajak menyebabkan
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,119 dengan
asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Koefisien variabel motivasi wajib pajak (X2) sebesar -0,048 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel motivasi wajib pajak
menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar
-0,048 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar -0,057 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak
menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar
-0,057 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X4) sebesar0,213 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan perpajakan
menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB meningkat
sebesar 0,213 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
Koefisien variabel persepsi wajib pajak tentang denda PBB (X5) sebesar
0,563 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi

wajib pajak tentang denda PBB menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam
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membayar PBB meningkat sebesar 0,563 dengan asumsi variabel lainnya
tetap sama dengan nol.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted Ry)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan
variabelindependen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika Adjusted
R Square adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat
dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan
fluktuasi dependen. Nilai Adjusted R Square berkisar hampir 1, berarti semakin
kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.
Sebaliknya, jika nilai Adjusted R Square semakin mendekati angka O berati
semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi

variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9

dibawah ini :
Tabel 49
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Mode R R Square | Adjusted R Std. Error of the Estimate
I Square
1 .685° 469 441 2.266

a. Predictors: (Constant), Persepsi WP tentang Denda PBB, Motivasi WP,

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran WP, Sikap WP
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 diketahui bahwa nilai
Adjusted R Square sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti bahwa variabel
independen (Sikap WP, Motivasi WP, Kesadaran WP, Pengetahuan perpajakan
dan Persepsi WP tentang denda PBB) dapat menjelaskan variabel dependen
(Kepatuhan WP dalam membayar PBB) dan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan

oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.
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4.2.6 Uji F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak
atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat
pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig <
0,05) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.
Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig > 0,05) maka model

penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

Tabel 4 10
Hasil Uji F
ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
Regression 425.901 5 85.180| 16.589 .000°
1 Residual 482.659 94 5.135
Total 908.560 99

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB

b. Predictors: (Constant), Persepsi WP tentang Denda PBB, Motivasi WP,
Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran WP, Sikap WP

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Dari tabel 4.10 ANOVA diperoleh F hitung 16,589 dengan probabilitas 0,000.
Nilai F tabel yaitu 2,31. Jadi Fhiung > Fraber (16,589>2,31) atau sig < 5%
(0,000<0,05), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel
Kepatuhan WP dalam membayar PBB.

43 Ujit

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali,2011). Bila nilai signifikan t <
0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu
variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan t > 0,05
maka Ho diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi
dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :
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Tabel 4 11
Hasil Uji T
Coefficients®
Model Unstandardized Standardiz t Sig.
Coefficients ed
Coefficient
S
B Std. Error Beta
(Constant) 11.618 3.130 3.712 .000
Sikap WP -.119 139 -103| -.851| .397
Motivasi WP -.048 101 -050( -.479| .633
1 Kesadaran WP -.057 .065 -097( -.889| .376
Pengetahuan 213 097 220| 2.204| 030
Perpajakan
Persepsi WP
tentang Denda PBB 563 .082 635 6.892| .000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.11 diketahui bahwa :

1.

Nilai signifikan Sikap WP sebesar 0,397 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih
besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap WP tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Nilai signifikan Motivasi WP sebesar 0,633 yang berarti bahwa nilai tersebut
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi WP tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Nilai signifikan Kesadaran WP sebesar 0,376 yang berarti bahwa nilai tersebut
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Nilai signifikan Pengetahuan perpajakan sebesar 0,030 yang berarti bahwa nilai
tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar
PBB.

Nilai signifikan Persepsi WP tentang denda PBB sebesar 0,000 yang berarti

bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
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Persepsi WP tentang denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
WP dalam membayar PBB.

4.4 Pembahasan

Persamaan regresi linier berganda yang telah dikemukakan sebelumnya
menunjukkan besar nya pengaruh variabel independen pada variabel dependen.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah di lakukan, maka berikut ini akan

disajikan pembahasan pada penelitian ini :

4.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan. Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau
pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak
menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Utomo, 2011). Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo
(2011) vyaitu tidak terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dibutuhkan pemeriksaan
pajak yang lebih detail dan serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam pembayaran PBB.

4.4.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajaktidak
berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shiddiq
(2011) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa motivasi dalam membayar pajak tidak
membuat sesorang menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Dapat diketahui dari keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak cukup dengan
memiliki motivasi dalam membayar pajak saja, melainkan masih perlu adanya
faktor faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam membayar kewajiban perpajakannya.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajaktidak
berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Utomo (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil
ini menunjukkan bahwakesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih
sangat rendah, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan
dari wajib pajak itu sendiri yang makin menurun.Kesadaran wajib pajak bukan
merupakan faktor penentu seberapa siap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran membayar pajak adalah dengan membangun iklim agar wajib pajak
mau menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Para ahli terdahulu
percaya bahwa penerimaan pajak akan tercapai jika terdapat sistem yang ketat.
Artinya otoritas perpajakan harus melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan

pajak dengan ketat.

4.4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo
(2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara

memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi dan perananan pajak dapat meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku
diindonesia yaitu Self Assessement yang mewajibkan wajib pajak mengetahui
segala alur pemenuhan perpajakannya mulai dari tahap yaitu menghitung,
memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang
diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan.

4.4.5 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Denda Pajak Bumi dan
BangunanTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Bumi Dan Bangunan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang
denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Shiddig (2011) yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut
Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera
seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan
memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran
PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB
dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar
(Shiddiq, 2011).

Undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk UU PBB NO.12 Tahun 1994
secara garis besar berisikan hak dan kewajiban wajib pajak, yang mengatur
tindakan-tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh semua wajib
pajak. Setiap wajib pajak PBB yang berada dibawah paying hokum atau undang-
undang PBB harus mematuhinya. Namun, banyak perilaku masyarakat yang
menyimpang dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada. Oleh sebab
itu agar berbagai regulasi yang ada, maka terdapat sankksi untuk para

pelanggarnya.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi
dan bangunan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan variabel
independen yaitu sikap, motivasi, kesadaran, pengetahuan perpajakan dan persepsi
wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan kepatuhan wajib pajak
sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu di
peroleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 responden di Kecamatan Panjang.
Metode analisis data menggunakan SPSS Versi 20 dengan metode analisis regresi

berganda.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.
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5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain :

1.

Penelitian ini hanya meneliti di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
sehingga untuk daerah kabupaten dan kota lain yang berbeda memungkinkan
akan terdapat perbedaan kesimpulan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument berdasarkan

persepsi dari skor jawaban responden.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasandiatas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1.

Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.

. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan

teknik kuesioner. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan
teknik wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak
hanya terbatas kecamatan panjang kota Bandar Lampung saja tetapi disarankan
agar memperluas area penelitian. Misalnya penelitian pada semua kecamatan
yang ada di kota Bandar Lampung.



